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1.Latar belakang:

1.1.Masih rendahnya % jumlah pekerja yang terorganisir;

1.2.Keanggotaan belum mencapai syarat untuk dapat berunding;

1.3.Jumlah anggota belum mencapai syarat untuk duduk di LKS Tripartit Kabupaten/Kota;
1.4.Sebagian besar pekerja belum mengetahui hak-hak normatif mereka sebagai pekerja.

2.Pengertian organiser Serikat Pekerja(SP)
Organiser SP, mengandung pengertian:

· Seorang aktivis; 

· Yang merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembentukan dan pengembangan SP/SB.
Apakah arti mengorganisasi itu? Mengapa hal itu disebut tantangan? Mengorganisasi menurut kamus berarti mengatur sedemikian rupa sehingga ia mempunyai susunan kerja. Diterapkan kepada SP/SB ia berarti pekerjaan menciptakan kekuatan organisasi, disiplin dan kepercayaan kepada diri sendiri di antara kelompok-kelompok kaum pekerja yang tidak bersatu dan lemah.

Tantangan berarti suatu undangan untuk berjuang atau berlomba. Memang inilah tepatnya makna yang terkandung di dalam mengorganisasi suatu SP. Dari semua tugas yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin SP, mengorganisasi merupakan ujian yang terbesar dari kecakapannya memimpin. Seorang organisator harus :

· Memberi semangat,

· Mendidik, dan

· Mempersatukan

Kaum pekerja sehingga apabila ia pergi untuk melanjutkan mengorganisasi di tempat lain, ia meninggalkan di belakangnya :

· Suatu organisasi pekerja,

· Yang mampu memilih pimpinan nya,

· Memungut uang iurannya (jika tidak ada ketentuan tentang check off),

· Menjalankan administrasinya, dan

· Melindungi hak dan kepentingan para anggotanya.

3.Tujuan pelatihan Organiser
Setelah mengikuti pelatihan peserta diharapkan dapat:
· Meningkatkan pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses pembentukan SP/SB;
· Meningkatkan ketrampilan dalam berkomunikasi dengan para pekerja;

· Meningkatkan kepekaan/kepedulian/kesabaran dalam proses pembentukan SP/SB dan atau penambahan jumlah anggota.
4.Tujuan  SP/SB mengorganisir pekerja
4.1.Membentuk SP/SB;
4.2.Mengembangkan SP/SB yang dibentuk.
5.Tahapan dalam mengorganisir pekerja(Tugas-tugas organiser)

5.1.Mapping kelompok sasaran;
5.2.Menyusun dan mengampanyekan hak-hak normatif pekerja;
5.3.Menemukan/memberdayakan  Contact Person;
5.4.Bersama Contact Person mengadakan pertemuan untuk membahas issue-issue pelanggaran hak normatif pekerja;
5.5.Pertemuan Kedua menjelaskan : Apa dan bagaimana SP;

5.6.Pertemuan Ketiga Rapat pembentukan Serikat Pekerja;

5.7.Pengesyahan dari perangkat organisasi dan pencatatan di Dinas Tenaga Kerja.
6.Tujuan mapping 

Mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari sasaran kegiatan yang akan dilakukan.
7.Hal-hal yang dimapping:
7.1.Nama perusahaan

7.2.Alamat perusahaan

7.3.Hasil produksi perusahaan

7.4.Estimasi jumlah pekerja(pria, wanita,jumlah)

7.5.Estimasi status pekerja(Tetap dan tidak tetap)

7.6.Upah minimum(apa diatas, pas, atau dibawah standard)

7.7.Jaminan Sosial(apa diatas, pas, dibawah standard, atau tidak ada)

7.8.Tunjangan Hari Raya(apa diatas, pas, dibawah standard, atau tidak ada)

7.9.Hal-hal menyangkut pelaksanaan outsourcing di perusahaan

7.10.Hal-hal menyangkut pelaksanaan kontrak kerja di perusahaan

7.11.Hal-hal menyangkut; jam kerja, lembur, istirahat tahunan, istirahat hamil, izin-izin meninggalkan pekerjaan dengan upah.

8.Metode mendapatkan :

8.1.Melalui internet untuk nama, alamat, No. telp/fax, website dan email

8.2.Turun ke lapangan(Menanyakan langsung kepada petugas dan pekerja perusahaan)

8.3.Melalui relasi(tetangga, teman, family, rekan sesama SP/SB)  

9.Peralatan yang dibutuhkan organiser

9.1.Leaflet hak-hak dasar pekerja(contoh terlampir);
9.2.Leaflet tatacara pembentukan SP/SB di perusahaan(contoh terlampir);
9.3.Questionaire mapping;
9.4.Surat Tugas.
10.Sumber tenaga organiser
10.1.Pengurus Cabang

10.2.Pengurus PUK/PK/PSP

10.3.Komisariat/BAKOR PUK

11.Penyusunan dan Kampanye hak-hak normatif pekerja
11.1.Federasi SP/SB perlu menyusun “Materi kampanye hak-hak normatif pekerja” dengan bahasa yang ringkas dan jelas plus(bila memungkinkan) dengan disain grafis yang menarik dan mencantumkan pesan-pesan organisasi serta nama dan No.HP Organiser yang dapat dihubungi;
11.2.Setelah dicetak dalam jumlah banyak, para organiser yang dipilih perlu mendapat penyuluhan tentang “Hak-hak normatif pekerja”, agar bisa menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari para pekerja nantinya.

11.3.Setelah itu, “Leaflet hak-hak normatif pekerja” di distribusikan kepada para pekerja di perusahaan yang telah dimapping sebelumnya. Ada yang diberikan di sekitar lokasi perusahaan dan ada pula yang disebarkan di kontrakan para pekerja, atau melalui jaringan SP/SB yang ada disekitar perusahaan yang di mapping.
11.4.Pada saat menyebarkan leaflet hak-hak normatif pekerja disekitar perusahaan perlu kehati-hatian.
12.Menemukan dan memberdayakan Contact Person

12.1.Salah satu batu ujian bagi Organiser adalah “Menemukan Contact Person(penghubung) yang tepat”.

12.2.Kriteria Contact Person dimaksud adalah:

12.2.1.Memiliki kepedulian lebih, dibandingkan pekerja lainnya;

12.2.2.Relatif cerdas;

12.2.3.Dipercaya oleh pekerja lainnya;

12.2.4.Bersedia membantu organiser;

Organiser akan menemukan/memilih Contact Person yang relatif tepat setelah melalui proses pertemuan dengan pekerja, baik disekitar perusahaan maupun di kontrakan.
Contact Person yang ditemukan/dipilih perlu segera diberdayakan oleh Organiser dengan cara: 
1.Memberitahukan maksud, tujuan  serta proses pengorganisasian; 
2.Menjelaskan hak-hak normatif pekerja serta apa dan bagaimana Serikat Pekerja;
3.Menjelaskan/melatih cara-cara tertentu untuk meyakinkan para pekerja.

13.Bersama Contact Person menyelenggarakan pertemuan pertama untuk membahas issue-issue pelanggaran hak normatif

Setelah para pekerja memperoleh leaflet hak-hak normatif, Organiser dan Contact Person mencari waktu dan tempat yang cocok untuk mengadakan pertemuan guna menjelaskan hak-hak normatif pekerja dan membahas issue pelanggaran hak normatif yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

14.Pertemuan kedua dengan agenda : Apa dan bagaimana SP sebagai solusi untuk mendapatkan hak-hak normatif, dengan kesimpulan:

14.1.Menanda-tangani formulir menjadi anggota;

14.2.Pernyataan kesediaan membayar: Uang Pangkal dan iuran anggota;

14.3.Menanda tangani deklarasi pembentukan Serikat Pekerja;

14.4.Membentuk Panitia Pembentukan SP.
15.Langkah2 persiapan Rapat Pembentukan Serikat Pekerja yang dilakukan Panitia
15.1.Meyakinkan pekerja lain yang tidak mengikuti pertemuan untuk menjadi anggota Serikat Pekerja, dengan target minimal 50 % plus 1 dari jumlah pekerja menjadi anggota;
15.2.Melakukan proses pembuatan Kartu Tanda Anggota;

15.3.Meminta pernyataan kesediaan membayar; uang pangkal dan iuran anggota dan menanda-tangani deklarasi pembentukan SP/SB;

15.4.Mempersiapkan acara Rapat Pembentukan SP/SB;

15.5.Konsultasi dengan perangkat Federasi SP/SB Ybs,khususnya tentang acara Rapat pembentukan SP/SB dan langkah-langkah setelah pembentukan;
15.6.Meminta mandat dari pekerja/anggota yang tidak bisa menghadiri Rapat Pembentukan SP.

16.Rapat pembentukan Serikat Pekerja
16.1.Dihadiri langsung oleh pekerja/anggota atau Perwakilan Anggota;

16.2.Acara disesuaikan dengan ketentuan Federasi SP/SB masing-masing;

16.3.Acara dipimpin oleh Panitia;

16.4.Ilustrasi jadwal acara

16.4.1.Pembukaan

16.4.2.Laporan Panitia tentang langkah-langkah yang telah dilakukan dan pembacaan deklarasi pembentukan SP/SB

16.4.3.Sambutan dan pengarahan dari perangkat organisasi

16.4.4.Penyusunan program kerja organisasi

16.4.5.Pemilihan Ketua SP/SB

16.4.6.Pemilihan Formatur
16.4.7.Rapat Formatur

16.4.8.Laporan hasil Rapat Formatur

16.4.9.Pelantikan pengurus

16.4.10.Penanda-tanganan Berita Acara: Pembentukan SP/SB, Pemilihan Ketua, Pemilihan Formatur, Hasil Rapat Formatur

16.4.11.Sambutan Ketua SP/SB terpilih

16.4.12.Pembacaan doa

16.4.13.Penutup.

17.PENCATATAN

SP/SB yang dibentuk dicatatkan oleh Federasi SP/SB di kantor DISNAKER setempat. Bila semua persyaratan terpenuhi, DISNAKER membuat/memberikan akta pencatatan SP/SB. Tindasan dari akta pencatatan akan dikirimkan/disampaikan oleh Federasi kepada manajemen perusahaan dengan harapan keberadaan SP/SB dapat diterima oleh manajemen perusahaan.
18.KEGIATAN PASKA PENCATATAN

Setelah SP/SB memperoleh akta pencatatan dari DISNAKER setempat, Federasi SP/SB biasanya memberikan pembekalan kepada pengurus SP/SB tentang langkah-langkah yang harus dilakukan, mencakup:
18.1.Kepengurusan; tata kerja, pembidangan kerja pengurus
18.2.Atribut organisasi; kop surat, stempel, bendera

18.3.Pengelolaan administrasi, laporan kegiatan

18.4.Keuangan

18.5.Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan, termasuk mengidentifikasi pelanggaran hak-hak normatif  beserta alternatif solusinya

18.6.Komunikasi dalam SP/SB

18.7.Tehnik berunding

18.8.Dan lain-lain
19.Tantangan dan hambatan

19.1.Dari kalangan para pekerja: Rasa takut dan pasrah;

19.2.Dari manajemen perusahaan.

Sekian, semoga bermanfaat.
Chandra Mahlan-DIKLAT SPKEP-SPSI

chandra.mahlan@yahoo.com
HP 08151872926, 081218527105
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